
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUARA ENIM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 350);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Nomor 7);
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23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Nomor ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

PELAKSANAAN 

PENJABARAN 

ANGGARAN PERTANGGUNGJA WABAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 382.437.801.698,52 

2. Pendapatan Transfer Rp.3.524.646.144.599,22 

3. Lain -Lain Pendapatan

Daerah yang Sah RQ. 7.019.891.760
2
42 

Jumlah Pendapatan Rp.3.914.103.838.058, 16 

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai Rp. 1.059.547.345.085,03 

b. Belanja Barang dan

Jasa Rp. 997.240.572.149,55 

C. Belanja Bunga Rp. 7.485.321.723,00 

d. Belanja Subsidi Rp. 0,00 

e. Belanja Hibah Rp. 172.371.975.645,00 

f. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 0 00 

Jumlah Belanja Operasi Rp.2.236.645.214.872,58 

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah Rp. 10.194.664.000,00 

b. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin Rp. 160.953.164.905,00 

c. Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Rp. 202. 931.222. 921,64 
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d. Belanja Modal Jalan,

J aringan dan Irigasi

e. Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya

f. Belanja Modal Aset

Lainnya

Jumlah Belanja Modal 

3. Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak 

Terduga 

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Pendapatan

b. Belanja Bantuan

Keuangan

Jumlah Belanja Transfer 

Surplus/ (De.fisit) 

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) 

Pasal 2 

Rp. 786.229.627.683,74 

Rp. 11.788.479.750,00 

Rp. 1.413.209.060,00 

Rp.1.173.510.368.320,38 

Rp. 720.000.000,00 

Rp 720.000.000,00 

Rp. 22.333.351.461,00 

Rp. 484.366.525.589,00 

Rp. 506.699.877 .050,00 

(Rp. 3.471.622.184,80) 

Rp. 660.300.286.213,21 

Rp. 6.278.516.130,00 

Rp. 654.021.770.083,21 

Rp. 650.550.147.898,41 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran Bu pati ini. 

Pasal 3 

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut di dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.
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(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 yang

meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran Bu pati ini.

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Muara Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 14 uscua 2025 

BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

EDISON 

Diundangkan di Muara Enim 
pada tanggal 14 A.gustus 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUl\RA ENIM, 

dto. 

YULIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR 17. 
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